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FENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor : W.7-975- HH.01.03 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Menimbang

Mengingat

KEPUALAUAN BANGKA BELITUNG

a. bahwa dalam terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan
informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan
informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam
rangka transparansi, akuntabilitas dan Good Governance;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2024;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan
ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk
melaksanakan tugas tersebut di atas.

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan

KESATU

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1441).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

. Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang Namanya Tersebut di bawah Ini
Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab . KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
Pejabat Pengelola Informasi : KEPALA BAGIAN PROGRAM
dan Dokumentasi DAN HUMAS
Ketua . KEPALA SUBBAGIAN HUMAS,
RB, DAN TI
Sekretaris . PRAPITRIYANI, S.T.
Anggota . 1. RIZKY FACHLEVY, S.KOM.
2. RIKI TRIANSYAH, S.KOM.
3. YUSIANA YULI UTARI, S.Ds.
4. KHOIRIYAH, S.KOM.
5. RANDHY PRATAMA, S.KOM.



KEDUA

KETIGA

Tembusan :

. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 30 Januari 2024
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1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.
2. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM R.I.



